BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);












Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai

(2)

berikut :
BAB I
BAB II
BAB III
BABIV :
BAB V

: PENDAHULUAN,
: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

: PENUTUP.

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan

pada

tanggal S5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20



LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : S AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

II.
I
IV.

VL.
VII.
VIII.
IX.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XXII.
XXIII.
XXIV.

XXVIL
XXVIIL.

XXVIII.
XXIX.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

DINAS KESEHATAN;

DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;

DINAS SOSIAL;

DINAS KETENAGAKERJAAN;

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

DINAS LINGKUNGAN HIDUP;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

DINAS PERHUBUNGAN;

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;

DINAS PERIKANAN;

DINAS PARIWISATA;

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;

SEKRETARIAT DAERAH;

SEKRETARIAT DPRD;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH;

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA;

INSPEKTORAT DAERAH;

KECAMATAN BANGIL;

KECAMATAN BEJI;

KECAMATAN GEMPOL;

KECAMATAN GONDANG WETAN;

KECAMATAN GRATI;

KECAMATAN KEJAYAN;

KECAMATAN KRATON;




































2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap

pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1.

Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari
berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan
agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran
daerah;

Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi
berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat
Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta
pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan
rencana selanjutnya;

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal
evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya
ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah
mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan
RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala
BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi
dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi,
dana indikatif dan indiator kinerja serta kelompok sasarannya

disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO





